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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Dasar Pemikiran  

Indonesia merupakan negara berkembang yang senantiasa membutuhkan 

sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan guna mencapai tujuan yaitu 

menyejahterakan masyarakat. Sejak ditetapkan kebijakan mengenai otonomi 

daerah pada tanggal 1 Januari 2001, pemerintah daerah memiliki hak dan 

kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. 

Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah membutuhkan biaya yang tidak 

sedikit. Hal ini membuat pemerintah daerah harus senantiasa berkreasi dan 

memaksimalkan potensi yang ada didaerahnya sehingga dapat mendukung 

pembiayaan pengeluaran daerah. 

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah 

adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan 

Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan 

Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Salah satu 

cara yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka menambah pendapatan 

daerah adalah dengan memungut pajak daerah. Definisi pajak menurut 

(Mardiasmo, 2011), pajak adalah iuran wajib kepada negara yang bersifat 

memaksa tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan 

untuk membiayai pengeluaran negara. Menurut Aries Djaenuri (2012:89) 
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pajak daerah yaitu kewajiban rakyat kepada pemerintah daerah yang bersifat 

memaksa, tanpa mendapatkan jasa timbal balik sesuai dengan undang-undang 

dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Sektor perpajakan 

menjadi penyumbang terbesar dari total pendapatan negara.  

Tingkat efektivitas dalam pemungutan pajak menggambarkan bagaimana 

kondisi kinerja suatu pemerintahan. Efektivitas merupakan kondisi 

tercapainya suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila kontribusi 

output yang dihasilkan semakin besar, maka kinerja pemerintahan akan 

semakin efektif. Dalam pemungutan pajak, efektivitas merupakan salah satu 

indikator keberhasilan suatu pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan , yaitu keseluruhan dari jumlah penerimaan pajak yang telah 

direncanakan.  

Seiring dengan perkembangan berbagai jenis usaha dan produk di pangsa 

pasar, pajak reklame memiliki peranan penting dan potensial dalam 

mengiklankan produk dari perusahaan agar lebih dikenal masyarakat. 

Pendapatan yang dihasilkan dari pajak reklame diserahkan langsung kepada 

pemerintah daerah agar dapat digunakan untuk pembangunan dan 

pembiayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusun laporan tugas 

akhir dengan judul “EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME 

DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH 

KABUPATEN BANJARNEGARA“.  
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1.2 Tujuan Magang  

Tujuan yang ingin dicapai setelah melaksanakan kegiatan magang adalah :  

1. Mengetahui efektivitas pemungutan pajak reklame di Kabupaten 

Banjarnegara tahun 2015-2020. 

2. Mengetahui berapa besar kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan 

asli daerah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2015-2020. 

3. Membaca trend atas pajak reklame Kabupaten Banjarnegara selama 

tahun 2015-2020. 

1.3 Target Magang 

Target yang ingin dicapai setelah melaksanakan kegiatan magang adalah :  

1. Mampu menjelaskan efektivitas pemungutan pajak reklame di Kabupaten 

Banjarnegara. 

2. Mampu menjelaskan berapa besar kontribusi pajak reklame terhadap 

pendapatan asli daerah kabupaten banjarnegara. 

1.4 Bidang Magang  

Objek selama kegiatan magang pada Badan Pengelolaan Pendapatan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam penyusunan 

laporan tugas akhir dilakukan di bidang akuntansi dan pengolahan data yang 

mempunyai tugas menyusun laporan keuangan daerah dan melakukan 

pengolahan data organisasi perangkat daerah.  

1.5 Lokasi Magang  

Lokasi magang dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Pendapatan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara, berlokasi di Jl. Ahmad 
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Yani No. 3, Kota Banjarnegara, Krandegan, Kec. Banjarnegara, 

Banjarnegara, Jawa Tengah 53474.  

1.6 Jadwal Magang  

Pelaksanaan magang dilaksanakan selama dua bulan, dimulai pada 

tanggal 8 Februari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2021. 

Dijadwalkan mengikuti jam kerja kantor serta mengikuti prosedur yang telah 

ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Banjarnegara. Berikut ini rincian kegiatan magang.
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Tabel 1.1- Rincian rencana agenda magang. 

No

 . 

Kegiatan  

2021 

Februari Maret  April  Mei  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 

Pencarian 

tempat 

magang 

                

2. 

Penulisan 

term of 

reference 

(TOR) 

                

3. 

Pelaksanaan 

magang 
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4. 

Pengumpula

n teori 

penulisan 

                

5. 

Pengumpula

n data 

                

6. 

Menyusun 

laporan 

magang 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pajak  

2.1.1 Pengertian Pajak 

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2007:1) pajak merupakan 

kewajiban rakyat kepada negara yang bersifat memaksa, dengan tidak 

mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk 

kemakmuran rakyat. Menurut M.J.H Smeets dalam Sukrisno Agoes 

(2014:6), pajak yaitu kewajiban kepada negara yang bersifat terutang 

dan memaksa, tanpa imbal balik serta digunakan untuk membiayai 

pengeluaran negara. Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pajak adalah kewajiban kepada negara yang dipaksakan menurut 

undang-undang tanpa adanya timbal balik secara langsung dan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 

2.1.2 Ciri-ciri Pajak 

Ciri-ciri pajak menurut Siahaan (2010) adalah sebagai berikut: 

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah berdasarkan undang-undang.  

2. Pembayaran pajak dimasukkan ke kas negara atau ke kas daerah.  

3. Wajib pajak tidak menerima imbalan secara langsung. 

4. Secara umum penyelenggaraan pemerintahan adalah manifestasi 

kontraprestasi dari negara kepada wajib pajak. 
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5.  Pajak di pungut berdasarkan keadaan, kejadian, dan perbuatan 

yang menurut undang-undang dapat dikenakan pajak.  

6. Pajak bersifat memaksa, artinya apabila wajib pajak tidak 

membayar pajak maka dapat dikenakan sanksi baik pidana maupun 

denda sesuai aturan yang berlaku.  

2.1.3 Fungsi Pajak  

Menurut Mardiasmo (2011) terdapat dua fungsi pajak, yaitu: 

1. Fungsi anggaran (budgetair), pajak sebagai sumber dana bagi 

pemerintah yang manfaatnya dapat digunakan untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah.  

2. Fungsi mengatur (regulated), pajak sebagai alat mengukur atau 

melaksanakan dan mengatur kebijakan yang dilakukan oleh 

pemerintah.  

2.1.4 Pengelompokan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2011) pajak dibagi menjadi beberapa kelompok, 

yaitu:  

1. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua yaitu :  

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang tidak boleh dibebankan 

kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan (PPH 21). 

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang boleh dibebankan 

kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN). 
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2. Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi :  

a. Pajak subjektif yaitu, pajak yang pemungutannya di dasarkan 

pada subjek dengan mempertimbangkan keadaan wajib pajak. 

Contoh: pajak penghasilan (PPH 22). 

b.  Pajak objektif yaitu, pajak yang pemungutannya di dasarkan 

pada objek dan tidak mempertimbangkan keadaan wajib pajak. 

Contoh: pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak 

pertambahan nilai (PPN). 

3. Menurut Lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi :  

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh 

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah 

tangga negara urusan pemerintah pusat. Contoh: pajak 

penjualan atas barang mewah (PPnBM).  

b. Pajak daerah, yaitu pajak  yang dipungut oleh pemerintah 

daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran daerah. Contoh: pajak reklame dan pajak hotel. 

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011) terdapat tiga sistem pemungutan pajak, 

yaitu: 

1. Official Assessment System, adalah sistem pemungutan yang 

besaran pajak terutangnya ditentukan oleh pemerintah.  

2. Self Assessment System, adalah sistem pemungutan pajak yang 

besaran pajak terutangnya ditentukan sendiri oleh wajib pajak. 
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3.  With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang 

besaran pajak terutangnya ditentukan oleh pihak ketiga. 

2.2 Pajak Daerah 

2.2.1 Pengertian pajak daerah  

Menurut Raharjo (2009:72) pajak daerah yaitu iuran yang 

dibayarkan rakyat kepada pemerintah daerah oleh karena keadaan 

maupun perbuatan yang memberikan posisi tetapi tidak sebagai sanksi. 

Menurut Siahaan (2010:7) pajak daerah adalah kewajiban rakyat kepada 

daerah yang besifat memaksa sesuai undang-undang, tanpa 

mendapatkan jasa timbal balik dan digunakan untuk membiayai 

pengeluaran daerah. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan pajak daerah yaitu 

iuran wajib rakyat kepada daerah yang dipungut berdasarkan undang-

undang dan bersifat memaksa serta tidak ada imbalan secara langsung 

kepada wajib pajak, kemudian digunakan untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah daerah.  

2.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah  

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi 

Daerah, pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pajak 

daerah tingkat I (Provinsi) dan pajak daerah tingkat II 

(Kabupaten/kota).  
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Berikut ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi :  

1. Pajak kendaraan bermotor. 

2. Bea balik nama kendaraan bermotor. 

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 

4. Pajak air permukaan.  

5. Pajak rokok. 

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi 

Daerah, pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota 

adalah sebagai berikut :  

a. Pajak air tanah. 

b. Pajak reklame. 

c. Pajak sarang burung walet.  

d. Pajak hiburan. 

e. Pajak parkir. 

f. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. 

g. Bea perolehan hak atas tanah atau bangunan. 

h. Pajak penerangan jalan. 

i. Pajak restoran.  

j. Pajak hotel. 

k. Pajak mineral bukan logam dan batuan. 
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2.3 Pajak Reklame  

2.3.1 Pengertian Pajak Reklame  

Menurut Siahaan (2010:381) pajak reklame yaitu pajak yang 

diselenggarakan atas pendirian reklame. Reklame adalah suatu benda, 

maupun media yang dibuat dengan tujuan untuk memperkenalkan, 

mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap suatu produk 

maupun jasa. 

2.3.2 Objek Pajak  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 16 

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, objek pajak reklame adalah semua 

penyelenggaraan reklame, yang meliputi :  

1. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang proses 

pembuatannya dari papan kayu atau bahan lain sejenis dan 

dipasang maupun digantung pada bangunan. 

2. Reklame Megatron, Videotron, Electronic Display, adalah reklame 

yang menggunakan layar monitor berupa tampilan gambar maupun 

tulisan bergerak serta dapat berubah-ubah. 

3.  Reklame Apung adalah reklame yang pemasangannya dilakukan di 

atas permukaan air. 

4. Reklame Kain adalah reklame yang dipasang menggunakan bahan 

kain maupun bahan lain sejenis seperti krey, umbul-umbul dan 

reklame tenda. 
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5.  Reklame Melekat (Sticker) merupakan jenis reklame yang 

bentuknya lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara 

disebarkan, diberikan, atau dapat diminta untuk ditempelkan, 

dilekatkan, dipasang, digantungkan, pada suatu benda baik yang 

bergerak maupun tidak bergerak.  

6. Reklame Selebaran merupakan reklame yang berbentuk brosur atau 

lembaran yang biasanya berukuran kecil, kemudian disebarkan di 

beberapa tempat, namun tidak boleh ditempel. 

7. Reklame Berjalan merupakan reklame yang dipasang pada 

kendaraan maupun benda bergerak lainnya dengan cara 

ditempelkan. 

8. Reklame Udara merupakan reklame yang diselenggarakan di udara 

menggunakan pesawat, gas, maupun alat lain yang sejenis. 

9. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan melalui suara 

dengan cara diucapkan maupun menggunakan perantara alat yang 

dapat menghasilkan suara.  

10. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang dipasang 

menggunakan media klise berupa kaca maupun film yang 

dipancarkan pada layar.  

11. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan 

cara diperagakan menggunakan suatu barang dengan atau tanpa 

suara.  
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12. Reklame Insidental adalah pemasangan reklame yang dilakukan 

secara temporer dengan jangka waktu tertentu.  

Yang tidak termasuk objek pajak reklame adalah sebagai berikut:  

1. Reklame yang diselenggarakan menggunakan media televisi, radio, 

internet, warta bulanan, maupun sejenisnya. 

2. Barang yang diperdagangkan harus disertai dengan label atau 

merek produk. 

3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang pada bangunan 

diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dalam mengatur nama 

pengenal usaha atau profesi tersebut. 

4. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah baik provinsi 

maupun daerah.  

5. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan umum yang 

tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan. 

2.3.3 Subjek Pajak 

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi maupun badan yang 

menggunakan reklame. 

2.3.4 Wajib Pajak 

Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan,yang 

melakukan pembayaran pajak, memotong pajak, dan memungut pajak, 

serta yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.  
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2.3.5 Cara Perhitungan Pajak Reklame dan Tarif Pajak Reklame 

1. Perhitungan nilai sewa reklame dapat dihitung menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

 

 

 

Apabila terdapat reklame yang diselenggarakan di dalam 

ruangan, maka NSR yang digunakan sebesar 50% dari nilai sewa 

reklame.  

Sehingga, rumus perhitungan pajak reklame adalah :  

 

2. Tarif Pajak Reklame  

Tarif yang ditetapkan untuk pemungutan pajak reklame adalah 

sebesar 25%.  

2.3.6 Masa Pajak Reklame dan Wilayah Pemungutannya 

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 16 

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, masa pajak reklame ditetapkan 

selama 1 (satu) bulan kalender. 

2.  Wilayah pemungutan pajak reklame terutang dipungut berdasarkan 

tempat di mana reklame diselenggarakan. 

 

 

NSR = koefisien jenis reklame x harga bahan yang digunakan x 

lokasi penempatan x waktu x jangka waktu penyelenggaraan x 

jumlah reklame x ukuran media reklame. 

 

Pajak Reklame = 25% x Nilai Sewa Reklame 

(NSR). 
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2.3.7 Penyelenggaraan Reklame dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Reklame 

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Reklame, yang dimaksud dengan penyelenggara 

reklame adalah setiap orang yang menyelenggarakan reklame, baik 

untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang 

menjadi tanggungannya.  

Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame  

1. Pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan ketetapan dari Bupati 

dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 

sesuai dengan ketentuan undang-undang.  

2. Wajib pajak memiliki kewajiban melakukan pembayaran pajak 

yang terutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah.  

3. Pembayaran pajak dilakukan setelah diterbitkannya izin reklame 

oleh Bupati. 

4. Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang 

ditetapkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah 

terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 

diterimanya SPPT oleh wajib pajak. 

5. Wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 

dan disetujui oleh Bupati dapat mengangsur atau menunda 

pembayaran dengan dikenakan bunga 2% ( dua persen ) sebulan.  
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Berikut ini adalah persyaratan administrasi untuk penyelenggara 

reklame :  

1. Fotokopi identitas pemohon dengan menunjukkan aslinya.  

2. Fotokopi akta pendirian pengusahaan atau akta perubahan bagi 

perusahaan yang berbadan hukum.  

3. Fotokopi akta pendirian perusahaan atau akta perubahannya bagi 

perusahaan yang tidak berbadan hukum. 

4. Fotokopi nomor pokok wajib pajak daerah.  

5. Desain dan konten atau gambar reklame yang akan ditayangkan.  

6. Surat kuasa bermaterai apabila permohonan dikuasakan kepada 

pihak lain serta jaminan pembongkaran.  

7. Gambaran konstruksi bangunan reklame. 

8. Rekomendasi atas persetujuan dari pemilik lahan.  

2.3.8 Kewajiban Penyelenggara Reklame 

Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 63 Tahun 

2018 pasal 7 tentang Jaminan Pembongkaran Reklame, disebutkan 

bahwa Penyelenggara reklame wajib :  

1. Mendapatkan izin pemasangan reklame dari Bupati.  

2. Membayarkan pajak reklame, melakukan jaminan pembongkaran, 

atau retribusi reklame.  

3. Menyertakan tanda lunas pembayaran pajak reklame.  

4. Menyertakan identitas penyelenggara reklame. 
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5. Memelihara alat pendukung atau sarana yang digunakan untuk 

reklame agar sesuai dengan etika dan estetika.  

6. Membongkar reklame apabila izin pendirian telah dicabut. 

7. Menanggung kerugian yang ditimbulkan akibat pemasangan 

reklame.  

2.3.9 Jaminan Pembongkaran Reklame 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Pembongkaran Reklame, pembongkaran reklame dilakukan 

apabila :  

1. Masa berlaku izin telah berakhir.  

2. Pendirian reklame dilakukan tanpa izin.  

3. Izin reklame telah dicabut.  

4. Belum atau tidak membayar pajak reklame.  

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Pembongkaran Reklame, disebutkan bahwa batas waktu 

pembongkaran reklame dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

berakhir masa berlakunya izin pemasangan reklame dan pembongkaran 

reklame dilaksanakan oleh tim reklame yang ditunjuk oleh Bupati.  

2.4   Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 15, pendapatan 

asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-

sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan 
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daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Menurut Halim (2004:67) pendapatan asli daerah (PAD) 

merupakan semua pemasukan daerah yang bersumber dari ekonomi asli 

daerah. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah 

pendapatan atau penerimaan yang diperoleh daerah dan dipungut 

berdasarkan undang-undang serta digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah. 

2.4.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 sumber pendapatan asli daerah 

terdiri dari :  

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi :  

a. Hasil pajak daerah. 

b. Hasil retribusi daerah.  

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.  

d. Lain-lain PAD yang sah. 

2. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

3. Dana perimbangan. 

2.4.3 Manfaat Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Manfaat dari pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :  

1. Dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga daerah.  

2. Dapat digunakan untuk pengembangan ekonomi di daerah.  

3. Dapat digunakan untuk membiayai pemeliharaan fasilitas umum.  
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4. Dapat digunakan untuk belanja administrasi dan umum. 

5. Dapat digunakan untuk penyelenggaraan dan pendapatan daerah. 

2.5 Efektivitas Pajak Reklame 

Menurut Mahmudi (2010:143), efektivitas digunakan untuk mengukur 

hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang 

telah ditetapkan. Menurut James L.Gibson efektivitas adalah pencapaian 

sasaran menunjukkan derajat efektivitas.(dalam buku Herbani Pasolong, 

2010:4). Dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah pencapaian suatu 

organisasi terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Menurut Puspitasari (2014), rumus perhitungan efektivitas Pajak Reklame 

adalah sebagai berikut :  

 

 

Berdasarkan rumus perhitungan diatas, maka penilaian kinerja keuangan 

dapat dikategorikan sebagai berikut:    

Tabel 2.1 Kriteria Rasio Efektivitas 

Persentase Kinerja Keuangan Kriteria 

> 100% Sangat efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup efektif 

60-80% Kurang efektif 

< 60% Tidak efektif 

Sumber: Kepmendagri 690.900-327 

Efektivitas =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑅𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑒

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑅𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑒
 x 100% 
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 Tabel 2.1 menunjukan bahwa terdapat lima macam penilaian kinerja 

keuangan yaitu sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif, dan tidak 

efektif. Persentase kinerja keuangan dapat dikategorikan sangat efektif 

apabila berada di atas 100%, apabila persentase kinerja keuangan berada di 

antara 90-100% maka termasuk kategori efektif. Apabila persentase kinerja 

keuangan berada di antara 80-90% maka dapat dikategorikan cukup efektif. 

Persentase kinerja keuangan termasuk dalam kategori kurang efektif jika 

berada di antara 60-80%, dan apabila persentasenya kurang dari 60% maka 

termasuk dalam kategori tidak efektif. 

2.6  Kontribusi Pajak Reklame  

Kontribusi menurut Alwi (2007:126), dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia berarti iuran uang atau sumbangan. Menurut Dany H. (2006:264) 

kontribusi di definisikan sebagai iuran atau sokongan. Dari pengertian 

tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal ini kontribusi adalah 

sumbangan atau keterlibatan pendapatan pajak reklame secara langsung 

terhadap pendapatan asli daerah.  

Berikut ini adalah rumus perhitungan kontribusi: 

Kontribusi Pajak Reklame = 
𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑅𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑒 𝑥 100%

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
 

Di bawah ini adalah tabel mengenai kriteria kontribusi, menurut Halim 

(2004:163).  
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Tabel 2.2 Kriteria Kontribusi 

Persentase Kontribusi Kriteria 

≥50 Sangat Baik 

40-50 Baik 

30-40 Sedang 

20-30 Cukup 

10-20 Kurang 

≤10 Sangat Kurang 

Sumber: Halim (2004:163) 

2.7  Pengertian Indeks Berseri  

Menurut Harahap (2014:243) indeks berseri adalah analisis yang 

menyajikan laporan keuangan selama beberapa tahun dan angka-angka dalam 

laporan tersebut diubah menjadi angka indeks untuk tahun dasar, sehingga 

analisis tersebut  dapat melihat pertumbuhan, posisi dan kemajuan bisnis 

selama periode tertentu. 

Menurut Darsono dan Ashari (2015:70) indeks berseri adalah analisa laporan 

keuangan dengan menggunakan data dari laporan keuangan tahunan. Dapat 

disimpulkan bahwa, indeks berseri merupakan analisis laporan keuangan 

selama beberapa tahun, kemudian angka dalam laporan keuangan diubah 

menjadi angka indeks tahun dasar. 

2.7.1 Kegunaan Indeks Berseri  

a. Memberikan informasi yang mendalam terhadap laporan keuangan. 

b. Memahami kondisi suatu organisasi atau perusahaan. 
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c. Menggambarkan naik turun kondisi keuangan suatu perusahaan. 

2.7.2 Cara Perhitungan Indeks Berseri  

Rumus dari indeks berseri adalah sebagai berikut: 

 

 

Kemudian untuk perhitungan tahun selanjutnya, yaitu sebagai berikut: 

 

 

2.8   Pengertian Analisis Trend 

Menurut Freddy Semuel Kawatu (2019), analisis pertumbuhan atau 

trend adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui kecenderungan 

baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. 

Menurut Hasan (2012:184) trend adalah analisis yang mengukur serta 

menerangkan perkembangan organisasi dalam suatu periode. Dari 

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis trend merupakan 

analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui perubahan naik turun 

kinerja suatu organisasi atau bisnis. 

2.8.1 Kegunaan Analisis Trend 

Secara umum nalisis trend memiliki tiga kegunaan pokok yaitu:  

a. Pedoman kerja.  

b. Sebagai alat pengkoordinasi kerja. 

Angka indeks =
𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔

𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟
 x 100% 

 

Tahun dasar = 100% 
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c. Sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam 

menacapai tujuan organisasi atau perusahaan.atau bisnis. 

2.8.2 Perhitungan Analisis Trend 

Analisis trend dapat dihitugn menggunakan rumus persamaan garis 

trend yaitu sebagai berikut:  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y= a + bX 
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BAB III 

ANALISIS DESKRIPTIF 

3.1 Data Umum  

3.1.1 Sejarah Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset 

Daerah 

Sebagai perwujudan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah di mana setiap 

Daerah/Kabupaten/Kota berhak untuk mengatur urusan rumah 

tangganya sendiri, maka Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 

mengambil kebijakan untuk membentuk Dinas Pengelolaan Keuangan 

Daerah atau yang disingkat dengan (DPKD). Pembentukan Dinas 

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam peraturan daerah 

Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Banjarnegara. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 

merupakan penggabungan antara dua instansi yaitu Bagian Keuangan 

Setda Kabupaten Banjarnegara dan Dinas Pendapatan Daerah 

(DIPENDA).  

Seiring berjalannya waktu dan berdasarkan evaluasi terhadap 

kinerja pemerintahan, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) 

belum cukup mengakomodir keinginan masyarakat terhadap pelayanan 

yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah, kerena antara DPKD 

dan pengelolaan aset daerah masih terpisah. Pengelolaan aset daerah 
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masih menjadi kewenangan Bagian Umum Setda Kabupaten 

Banjarnegara di bawah koordinasi Kasubag Perlengkapan Setda 

Kabupaten Banjarnegara. Agar sistem dan prosedur pelayanan kepada 

masyarakat menjadi lebih mudah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten 

Banjarnegara menganggap perlu menyederhanakan sistem dan prosedur 

kinerja pelayanan tersebut. Sehingga pengelolaan aset daerah yang 

semula berada di bawah naungan Bagian Umum Setda Banjarnegara 

digabung dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Banjarnegara, dibentuklah Dinas Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah (DPPKAD). DPPKAD mempunyai tugas pokok dan fungsi 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 167 

Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas 

Jabatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Banjarnegara. Terakhir dilakukan perubahan dan 

disempurnakan dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1268 

tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pada Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Banjarnegara. 

 Pada tahun 2016 nama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah diubah menjadi Badan Pengelolaan Pendapatan 

Keuangan dan Aset Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan 
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Bupati Banjarnegara Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan 

Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Banjarnegara. 

3.1.2 Visi dan Misi BPPKAD Kabupaten Banjarnegara 

1. Visi 

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Banjarnegara memiliki visi yaitu Terwujudnya Optimalisasi 

Pendapatan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset 

Daerah Secara Tertib dan Transparan.  

2. Misi  

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Banjarnegara memiliki Misi yaitu:  

a. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah 

yang terukur dan berkualitas.  

b. Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang 

profesional.  

c. Meningkatkan sumber daya perbendaharaan, akuntansi APBD 

sesuai dengan standar pelayanan minimal.  

3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi BPPKAD Kabupaten Banjarnegara 

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 
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Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Banjarnegara memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu sebagai berikut:  

1. Tugas Pokok 

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas, membantu Bupati 

dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 

keuangan yang menjadi wewenang daerah.  

2. Fungsi BPPKAD  

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Banjarnegara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:  

a. Merumuskan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan 

dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan data, aset daerah, 

pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

b. Melaksanakan, mengkoordinasikan kebijakan pada setiap 

bidang. 

c. Melaksanakan kebijakan sebagai bendahara umum daerah.  

d. Membina dan memfasilitasi kebijakan pada setiap bidang. 

e. Memantau dan mengevaluasi pelaporan pada setiap bidang. 

f. Melaksanakan fungsi kesekretariatan dinas.  

g. Melakukan pengendalian atas penyelenggaraan tugas UPTB. 

h. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.  
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3.1.4 Tugas Pokok Dalam Struktur Organisasi BPPKAD  

1. Kepala Badan  

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Bandan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan 

Aset Daerah. 

2. Sekretariat 

Sekretariat terdiri dari tiga sub bidang yaitu:  

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan bertugas 

untuk mempersiapkan bahan perumusan, melaksanakan, 

melakukan koordinasi dan membina, memantau, 

mengevaluasi pelaporan bidang perencanaan dan pelaporan 

program kerja di lingkungan BPPKAD.  

b. Sub Bagian Keuangan yang bertugas dalam mempersiapkan 

bahan perumusan, melaksanakan, melakukan koordinasi dan 

membina, memantau dan memfasilitasi serta mengevaluasi 

pelaporan bidang pengelolaan keuangan dan anggaran di 

lingkungan BPPKAD.  

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas untuk 

mempersiapkan bahan perumusan, melaksanakan, melakukan 

koordinasi dan membina, memantau, mengevaluasi pelaporan 

bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerja sama, 

kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, 
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kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di 

lingkungan BPPKAD. 

3. Bidang Anggaran  

Bidang Anggaran, terdiri dari :  

a. Seksi Perencanaan Anggaran bertugas untuk mempersiapkan 

bahan perumusan, melaksanakan, melakukan koordinasi dan 

membina dan memfasilitasi, memantau, mengevaluasi 

pelaporan kebijakan bidang penerbitan pedoman penyusunan 

rencana kerja dan anggaran (RKA) atau rencana kerja dan 

anggaran perubahan (RKAP), inventarisasi rencana kerja dan 

anggaran (RKA) atau rencana kerja dan anggaran perubahan 

(RKAP) organisasi perangkat daerah, penyusunan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan 

belanja daerah perubahan beserta penjabarannya, sosialisasi 

anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran 

pendapatan belanja daerah perubahan, penyusunan, 

inventarisasi, pengesahan, pendistribusian dokumen 

pengesahan anggaran atau dokumen pengesahan perubahan 

anggaran organisasi perangkat daerah dan persetujuan usulan 

pergeseran anggaran, revisi dokumen pengesahan anggaran 

dan pergeseran anggaran kas.  

b. Seksi Bina Keuangan Daerah bertugas untuk mempersiapkan 

bahan perumusan, melaksanakan, melakukan koordinasi dan 
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membina, memantau dan memfasilitasi serta mengevaluasi 

pelaporan kebijakan bidang pembinaan teknis pengelolaan 

keuangan daerah bagi pengelola keuangan organisasi 

perangkat daerah, penyusunan regulasi pengelolaan keuangan 

daerah, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBD).  

4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah  

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari: 

a. Seksi Perbendaharaan bertugas untuk mempersiapkan bahan 

perumusan, melaksanakan, melakukan koordinasi dan 

membina, memantau dan memfasilitasii serta mengevaluasi 

pelaporan kebijakan bidang penyusunan rancangan anggaran 

kas daerah, pencairan bantuan keuangan provinsi, verifikasi 

surat perintah membayar (SPM), belanja non gaji, laporan 

pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran 

organisasi perangkat daerah, penolakan penerbitan surat 

perintah pencairan dana (SP2D), penerbitan surat penyediaan 

dana (SPD) organisasi perangkat daerah, surat perintah 

pencairan dana (SP2D), penyusunan laporan penyerapan 

anggaran.  

b. Seksi Gaji dan Kas Daerah bertugas untuk mempersiapkan 

bahan perumusan, melaksanakan, melakukan koordinasi dan 

membina, memantau dan memfasilitasi serta mengevaluasi 
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pelaporan kebijakan bidang verifikasi berkas pembayaran 

gaji pegawai serta pengadministrasian bukti penerimaan dan 

pengeluaran kas.  

5. Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data  

Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data, terdiri dari:  

a. Seksi Akuntansi bertugas untuk mempersiapkan bahan 

perumusan, melaksanakan, melakukan koordinasi dan 

membina, memantau dan memfasilitasi serta mengevaluasi 

pelaporan kebijakan bidang verifikasi laporan keuangan 

organisasi perangkat daerah sebagai bahan penyusunan 

laporan keuangan daerah, pembinaan petugas akuntansi 

organisasi perangkat daerah.  

b. Seksi Pengolahan Data Penerimaan dan Pengeluaran bertugas 

untuk mempersiapkan bahan perumusan, melaksanakan, 

melakukan koordinasi dan membina, memantau dan 

memfasilitasi serta mengevaluasi pelaporan kebijakan bidang 

pengolahan data penerimaan dan pengeluaran serta 

pemeliharaan basis data penerimaan dan pengeluaran.  

6. Bidang Aset Daerah  

Bidang Aset Daerah terdiri dari :  

a. Seksi Penatausahaan Aset bertugas untuk mempersiapkan 

bahan perumusan, melaksanakan, melakukan koordinasi dan 

membina, memantau dan memfasilitasi serta mengevaluasi 
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pelaporan kebijakan bidang penetapan status penggunaan 

barang milik daerah, pencatatan dan inventarisasi barang 

milik daerah, penerbitan surat perintah penyaluran barang 

dan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik 

daerah.  

b. Seksi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset bertugas untuk 

mempersiapkan  bahan perumusan, melaksanakan, 

melakukan koordniasi dan membina, memantau dan 

memfasilitasi serta mengevaluasi pelaporan kebijakan bidang 

pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan 

penghapusan barang milik daerah.  

c. Seksi Pengadaan dan Distribusi Aset bertugas untuk 

mempersiapkan bahan perumusan, melaksanakan, melakukan 

koordinasi dan membina, memantau dan memfasilitasi serta 

mengevaluasi pelaporan kebijakan bidang pengadaan barang 

milik daerah, distribusi barang milik daerah kepada 

organisasi perangkat daerah, penyusunan rencana kebutuhan 

dan penganggaran barang milik daerah serta standardisasi 

barang dan harga.  

7. Bidang Pendapatan Daerah Lainnya 

Bidang Pendapatan Daerah Lainnya, terdiri dari:  

a. Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan  bertugas untuk 

mempersiapkan bahan perumusan, melaksanakan, melakukan 
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koordinasi dan membina, memantau dan memfasilitasi serta 

mengevaluasi pelaporan kebijakan bidang pendataan, 

penilaian dan penetapan pajak daerah, pengelolaan 

administrasi pendataan, penilaian dan penetapan pajak 

daerah, penghitungan pajak daerah terutang, dan administrasi 

keberatan atau banding pajak daerah selain pajak bumi dan 

bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

(PBB dan BPHTB).  

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi bertugas untuk 

mempersiapkan bahan perumusan, melaksanakan, melakukan 

koordinasi dan membina, memantau dan memfasilitasi serta 

mengevaluasi pelaporan kebijakan bidang pelayanan wajib 

pajak dan pengelolaan data pajak daerah selain pajak bumi 

dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan (PBB dan BPHTB).  

c. Seksi Penagihan dan Penerimaan bertugas untuk 

mempersiapkan bahan perumusan, melaksanakan, melakukan 

koordinasi dan membina, memantau dan memfasilitasi serta 

mengevaluasi pelaporan kebijakan bidang penagihan dan 

penerimaan pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan 

dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan 

BPHTB).  
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8. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan 

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan, terdiri dari:  

a. Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan berugas untuk 

mempersiapkan bahan perumusan, melaksanakan, melakukan 

koordinasi dan membina, memantau dan memfasilitasi serta 

mengevaluasi pelaporan kebijakan bidang penagihan dan 

penerimaan serta penentuan objek pemeriksaan pajak bumi 

dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan (PBB dan BPHTB).  

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi bertugas untuk 

mempersiapkan bahan perumusan, melaksanakan, melakukan 

koordinasi dan membina, memantau dan memfasilitasi serta 

mengevaluasi pelaporan kebijakan bidan penyajian data dan 

informasi penerimaan dan mutasi data pajak bumi dan 

bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

(PBB dan BPHTB), pemeliharaan, penyempurnaan sistem 

jaringan, backup data dan sistem pembentukan basis data 

pendapatan daerah. 

c. Seksi Penagihan dan Penerimaan bertugas untuk 

mempersiapkan perumusan bahan, melaksanakan, melakukan 

koordinasi dan membina, memantau dan memfasilitasi serta 
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mengevaluasi pelaporan kebijakan bidang penagihan dan 

penerimaan serta penentuan objek pemeriksaan pajak bumi 

dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan (PBB dan BPHTB).  

9. UPTB  

UPTB bertugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis 

operasional atau kegiatan teknis penunjang BPPKAD, berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.  

10. Jabatan Fungsional  

Kelompok jabatan fungsional pada lingkungan BPPKAD dapat 

ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk 

melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-

masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.  
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Gambar 3 1Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Kuangan dan Aset Daerah 
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3.2 Data Khusus 

Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2015-2020 

Berikut ini adalah data anggaran dan realisasi pajak reklame selama tahun 

2015-2020: 

                           Gambar 3.2 Anggaran Realisasi Pajak Reklame 

 

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Banjarnegara 

Gambar 3.2 menunjukan anggaran dari pajak reklame pada tahun 2015 

sebesar Rp 450.000.000 dengan nilai realisasi yang melebihi targer yaitu Rp 

494.192.112. Pada tahun 2016 anggaran pajak reklame sebesar Rp 

567.500.000 dengan nilai realisasi yang melebihi target yaitu sebesar Rp 

577.846.176. Tahun 2017 anggaran pajak reklame sebesar Rp 575.000.000 

dengan nilai realisasi yang melebihi target yaitu sebesar Rp 645.559.595. 

Tahun 2018 anggaran pajak reklame sebesar Rp 650.000.000 dengan nilai 

realisasi yang melebihi target yaitu Rp 687.109.952. Pada tahun 2019 

anggaran pajak reklame sebesar Rp 650.000.000 dengan nilai realisasi yang 

dapat melebihi target senilai Rp 668.228.623. Tahun 2020 anggaran dari 
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pajak reklame sebesar Rp 716.119.000 dengan nilai realisasi yang melebihi 

target yaitu Rp 865.897.408. 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame dari 

tahun 2015-2020 selalu memenuhi target yang telah ditetapkan. Oleh karena 

itu, harus dilakukan penilaian tingkat efektivitas pajak reklame tahun 2015-

2020 Kabupaten Banjarnegara. Dibawah ini adalah gambar tingkat efektivitas 

pajak reklame Kabupaten Banjarnegara. 

Gambar 3.3 Tingkat Efektivitas Pajak Reklame 

 

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Banjarnegara (Diolah 21 April 2021) 

Dari gambar 3.3 dapat dilihat bahwa tahun 2015 presentase nilai efektivitas 

pajak reklame adalah 110% atau dapat dikategorikan sangat efektif. Di tahun 

2016 persentase nilai efektivitas pajak reklame sebesar 102% atau mengalami 

penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi masih termasuk 

dalam kategori sangat efektif. Tahun 2017 persentase nilai efektivitasnya 

sebesar 112% serta dapat dikategorikan sangat efektif karena mengalami 

kenaikan dari tahun 2016. Kemudian tahun 2018 persentase nilai 

efektivitasnya adalah 106% mengalami penurunan dibandingkan dengan 
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tahun 2017 serta dapat dikategorikan sangat efektif. Selanjutnya tahun 2019 

presentase nilai efektivitasnya mengalami penurunan menjadi 103% serta 

dapat dikategorikan sangat efektif. Pada tahun 2020 presentase nilai 

efektivitasnya paling besar yaitu 121% serta termasuk dalam kategori sangat 

efektif. 

Berikut adalah gambar penerimaan pajak reklame, pendapatan asli daerah, 

dan kontribusi tahun 2015-2020 di Kabupaten Banjarnegara: 

Gambar 3.4 Kontribusi Pajak Reklame 

 

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Banjarnegara (Diolah 21 April 2021) 

Berdasarkan gambar 3.4, pajak reklame hanya salah satu komponen dari 

pendapatan asli daerah. Ternyata pajak reklame proporsinya pada tahun 2015 

adalah 0,27% dan termasuk dalam kategori sangat kurang. Pada tahun 2016 

proporsi dari pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah hanya 0,26% dan 

masuk dalam kategori sangat kurang. Tahun 2017 proporsi dari pajak reklame 

mengalami penurunan menjadi 0,21% dan termasuk dalam kategori sangat 

kurang. Pada tahun 2018 proporsi dari pajak reklame sebesar 0,29% dan 

masuk dalam kategori sangat kurang. Pada tahun 2019 proporsi dari pajak 
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reklame hanya sebesar 0,25% dan termasuk dalam kategori sangat kurang. 

Tahun 2020 proporsi dari pajak reklame sebesar 0,36% termasuk dalam 

kategori sangat kurang.  

Berikut ini adalah gambar analisis trend dari pajak reklame selama tahun 

2015-2020:  

Gambar 3.5 Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Banjarnegara 

 

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Banjarnegara (Diolah 21 April 2021) 

Dari gambar 3.5 menunjukan bahwa pada tahun 2015 penerimaan dari pajak 

reklame sebesar Rp. 494.192.112, kemudian pada tahun 2016 mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 83.654.064 menjadi Rp. 577.846.176. Tahun 2017 

penerimaan dari pajak reklame sebesar Rp. 645.559.595 kemudian pada tahun 

2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 41.550.357 atau menjadi Rp. 

687.109.952. Dan yang terakhir yaitu pada tahun 2019 penerimaan dari pajak 

reklame sebesar Rp. 668.228.623, kemudian pada tahun 2020 mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 197.668.785 menjadi sebesar Rp. 865.897.408. 
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Gambar 3 6 indeks berseri dan analisis trend pajak reklame 

 

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Banjarnegara (Diolah 21 April 2021) 

Berdasarkan gambar 3.6 pada tahun 2015-2020 dilihat dari tabel index berseri 

menunjukan bahwa pajak reklame di Kabupaten Banjarnegara mengalami 

kenaikan, yaitu sebesar 17% pada tahun 2017 sebesar 25%, tahun 2018 sebesar 

33%, tahun 2019 sebesar 34% dan 62% pada tahun 2020. Angka tersebut 

dihasilkan dari selisih tahun berjalan dengan tahun angka dasar, seperti contoh 

pada hasil perhitungan tahun 2016 didapat dari 2016/2015 x 100% yaitu Rp. 

577.846.176 / Rp. 494.192.112 x 100% = 117%. Dari angka tersebut di simpulkan 

bahwa pendapatan pajak reklame mengalami kenaikan sebesar 17%. Adapun 

kontribusi terbanyak dari jumlah pajak reklame adalah jenis reklame papan atau 

billboard sedangkan jika dilihat dari analisis trend menunjukan adanya 

kemungkinan pajak reklame mengalami kenaikan sebesar 215% dari angka dasar 

tahun 2015. Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak reklame 
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memiliki kontribusi yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun 

sehingga dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah Kabupaten 

Banjarnegara. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN  

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dan data yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pemungutan pajak reklame di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2015-

2020 termasuk dalam kategori sangat efektif, nilainya berada di antara 

102%-121%. 

2. Pajak reklame sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli 

daerah Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tahun 2015-2020 

nilainya berada di antara 0,21%-0,29%, namun penerimaan dari sektor 

pajak reklame dan pendapatan asli daerah dari tahun 2015-2019 selalu 

melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah.  

3. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan analisis trend, 

menunjukan adanya kemungkinan pajak reklame mengalami kenaikan 

sebesar 215% dari angka dasar tahun 2015.  

4.2 Saran 

1. Meskipun penerimaan pajak reklame sudah termasuk ke dalam kategori 

sangat efektif, tetapi pemerintah juga wajib bersikap tegas dalam 

memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak mau melakukan 

pembayaran pajak dan tidak taat terhadap aturan yang berlaku.  

2. Pemerintah harus memperbarui maupun menyempurnakan Undang-

Undang mengenai tata cara pembayaran pajak reklame agar masyarakat 
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tidak merasa terbebani dengan besarnya pajak yang harus dibayarkan 

kepada pemerintah. 

3. Pemerintah harus lebih gencar dalam melakukan sosialisasi melalui 

media cetak maupun elektronik, mengenai pentingnya melakukan 

pembayaran pajak, terutama pajak reklame agar kontribusi penerimaan 

pajak reklame dapat mengalami peningkatan. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1: Surat Keterangan Magang  
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Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 
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Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016 
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Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 
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Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 

 

 

 



54 
 

Lampiran 6 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 
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Lampiran 7 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 
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